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ABSTRAK 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN 

PENGANIAYAAN DALAM KONFLIK LAHAN BERDASARKAN 

UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 

 
       Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan 

untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib 

dilaksanakan Dalam undang undang republik indonesia nomor 31 tahun 2014 

tentang perubahan atas undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan 

saksi dan korban. Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum 

yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, 

kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Salah satu alat bukti yang sah dalam proses 

peradilan pidana adalah keterangan saksi yang mendengar, melihat, atau 

mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana (Konflik lahan). Permasalahan 

yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum 

terhadap saksi dan korban dalam pemeriksaan perkara pidana serta apa faktor 

penghambat perlindungan hukum terhadap saksi dan korban dalam perkara pidana. 

Metode Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber dan 

jenis data adalah data primer yang diperoleh dari Undang undang perlindungan 

saksi dan korban sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil studi pustaka. 

       Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan (1) 

dalam memberikan perlindungan hukum secara preventif peraturan yang di buat 

untuk melindungi saksi dan korban agar terhindar dari ancaman pada saat 

memberikan keterangan pada saat pemeriksaan perkara pidana saksi dan korban 

merasa aman tidak ada tekanan dari pihak manapun dan saksi juga bebas 

memberikan keterangan di hadapan aparat penegak hukum tanpa adanya unsur 

paksaan, sedangkan perlindungan secara represif yaitu hukuman tambahan ini di 

buat agar para tersangka atau terdakwa merasa jera sehingga tidak ada lagi korban 

penganiayaan terhadap saksi dan korban dalam pemeriksaan perkara pidana. (2) 

alasan saksi dan korban dalam pemeriksaan perkara pidana harus diberikan 

perlindungan karena mereka yang memberikan kesaksian bisa menyangkut nyawa 

seseorang banyak saksi yang justru menjadi korban setelah saksi tersebut 

memberikan keterangannya terhadap suatu perkara. Faktor masyarakat, hukum, 

aparat penegak hukum serta sarana dan fasilitas juga sangat berpengaruh dalam 

memberikan perlindungan saksi dan korban. 

       Saran dalam penulisan skripsi ini agar perlindungan hukum terhadap saksi 

dalam pemeriksaan perkara pidana berjalan dengan baik berkaitan dengan hak-hak 

yang diperoleh, serta aparat penegak hukum yang harus bersifat netral dalam 

pengayoman saksi dan korban dan perlindungan juga harus di berikan kepada saksi 

tanpa harus saksi tersebut meminta terlebih dahulu perlindungan. 

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Saksi dan Korban, Pemeriksaan 

Perkara Pidana 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

        Proses peradilan yang dicita-citakan bangsa Indonesia adalah proses 

peradilan yang adil, dalam artian kepentingan semua pihak yang terlibat 

didalamnya dapat terlindungi. Proses hukum yang adil disini mengandung arti 

dilindunginya kepentingan dari para pihak yang terlibat didalamnya sehingga ada 

keseimbangan dalam pencapaian keadilan. 

        Selama berlangsungnya proses peradilan perlu diupayakan agar saksi dan 

korban juga memerlukan jaminan keamanan karena tidak jarang dalam posisinya 

saksi terancam keselamatan jiwanya. Saksi mempunyai peranan penting dalam 

menggali perkara pidana, oleh karena itu kepentingan seorang saksi harus 

betul-betul diperhatikan. Seorang saksi senantiasa memberikan keterangan 

terhadap adanya tindak pidana yang didengar atau yang dialami sendiri manakala 

ada perlindungan terhadap kepentingan yang dimilikinya baik itu dalam bentuk 

perlindungan fisik maupun psikologis. 

        Selama berlangsungnya proses peradilan perlu diupayakan agar saksi dan 

korban juga memerlukan jaminan keamanan karena tidak jarang dalam posisinya 

saksi terancam keselamatan jiwanya. Saksi mempunyai peranan penting dalam 

menggali perkara pidana, oleh karena itu kepentingan seorang saksi harus 

betul-betul diperhatikan. Seorang saksi senantiasa memberikan keterangan 

terhadap adanya tindak pidana yang didengar atau yang dialami sendiri manakala 
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ada perlindungan terhadap kepentingan yang dimilikinya baik itu dalam bentuk 

perlindungan fisik maupun psikologis, sehingga dengan adanya laporan yang 

diberikan maka akan menambah efektivitas dan kecepatan penegak hukum dalam 

memberantas suatu tindak pidana. 

        Perlu dipahami bersama bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses  

peradilan pidana adalah keterangan saksi atau korban yang mendengar, melihat, 

atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan 

menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak 

pidana. 

        Penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak 

pidana yang dilakukan oleh pelaku sering mengalami kesulitan karena tidak dapat 

menghadirkan saksi atau korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun 

psikis dari pihak tertentu. Bisa dibayangkan bagaimana jalannya suatu persidangan 

tanpa dihadiri saksi sebagai alat bukti, hal demikian akan sangat menghambat 

jalannya proses penyelesaian perkara, oleh karena itu peranan saksi yang demikian 

ini akan terasa sangat ironis apabila kedudukan seorang saksi berada pada posisi 

yang lemah. 

        Ancaman yang diterima oleh saksi pun sangatlah beragam, bukan hanya 

diri pribadinya yang terancam akan tetapi ancaman tersebut ditujukan pula kepada 

keluarga maupun kerabatnya sehingga akan mempengaruhi keterangan yang dia 

berikan dalam proses perkara pidana. Hal-hal yang esensial terhadap perlindungan 

saksi adalah agar mereka bebas dari tekanan pihak luar yang mencoba 
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mengintimidasi berkenaan dengan kesaksiannya dalam suatu perkara pidana. 

Mereka telah secara sadar dan suka rela bersedia menjadi seorang saksi dalam suatu 

perkara sekaligus berani mengatakan yang sebenarnya tanpa diliputi rasa takut, dan 

mereka telah mematuhi sebagai warga negara yang baik dan taat hukum.  

        Kesediaan masyarakat dalam memberikan kesaksian atau melaporkan 

adanya tindak pidana akan memudahkan proses penyelesaian tindak pidana 

sehingga hukum dapat ditegakkan. Dengan adanya perlindungan terhadap saksi 

terutama dalam pemberian hak-hak yang dianggap bisa dimanfaatkan dalam proses 

peradilan pidana sebagai suatu bentuk penghargaan atau kontribusi saksi itu sendiri 

dalam proses tersebut maka akan menimbulkan keberanian pada masyarakat guna 

melaporkan dugaan adanya tindak pidana. Dalam proses pengungkapan suatu kasus 

pidana mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan pembuktian di persidangan, 

keberadaan dan peran saksi sangatlah di harapkan. Bahkan menjadi faktor penentu 

dan keberhasilan dalam pengungkapan kasus pidana dimaksud.1 

        Para saksi dan korban seringkali tidak terlindungi keselamatannya dan 

terjadi intimidasi atau teror, akibatnya mereka enggan bersaksi di persidangan. 

Padahal saksi merupakan salah satu alat bukti di dalam pemeriksaan perkara pidana 

dimana keterangannya dapat membuktikan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan 

pidana.2 

                                                           

        1 http://www.parlemen.net/site/details.php?guid=baee06da68922a888206f829c46 d0af8& 

docid=t pakar, Urgensi Perlunya Memberikan Perlindungan Terhadap Saksi, Muhammad Yusuf, di 

akses tanggal 15 oktober 2007. 

        2 Binsar Gultom. Pandangan Seorang Hakim Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. 

http://www.parlemen.net/site/details.php?guid=baee06da68922a888206f829c46%20d0af8&%20docid=t
http://www.parlemen.net/site/details.php?guid=baee06da68922a888206f829c46%20d0af8&%20docid=t
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        Sedangkan kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban telah tertera 

dalam Pasal 170 KUHP berbunyi: 

(1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan 

kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 

lima tahun enam bulan. 

(2) Yang bersalah diancam: 

1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja 

menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan 

luka-luka; 

2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan 

mengakibatkan luka berat; 

3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan 

mengakibatkan maut. 

        Sementara pasal 351 ayat 2 KUHP berbunyi: Jika perbuatan 

mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara 

paling lama lima tahun, adapun sepanjang tahun 2017 lalu, terjadi 659 kasus 

konflik agraria di Indonesia dengan luas lahan berkonflik mencapai 520.491,87 ha3, 

Kuantitas jumlah konflik tersebut menurut catatan organisasi non pemerintah, 

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), meningkat 50% dibanding tahun 

                                                                                                                                                               
Pustaka Bangsa Press. Medan, 2006. hlm 114 

        3 Kompas.com, konflik lahan tak Cuma sekedar sengketa, diakses tanggal 27 desember 

2017 
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sebelumnya. Bila dirata-ratakan terjadi 2 konflik lahan per harinya. Perkebunan 

masih menempati peringkat tertinggi dalam konflik lahan di tahun 2017 dengan 

catatan 208 konflik (32%), di bawahnya berturut-turut properti yang mencapai 199 

konflik (30%), infrastruktur 94 konflik (14%), pertanian 78 konflik (12%), 

kehutanan 30 konflik (5%), pesisir/kelautan 28 konflik (4%), serta pertambangan 

22 konflik (3%).4 

        Angka-angka yang mengkhawatirkan tersebut memunculkan pertanyaan 

seberapa sulit konflik lahan ini bisa tersolusikan. Menyelesaikan konflik memang 

tidak mudah. Apalagi bila melibatkan lebih dari dua pihak yang berkepentingan. 

Konflik jauh lebih pelik dan lebih luas pengertiannya dari sengketa karena 

mencakup perselisihan yang bersifat laten (tersembunyi) dan manifes (terbuka). 

Konflik juga melibatkan pihak yang sudah teridentifikasi dengan jelas dan yang 

belum teridentifikasi, sementara sengketahanya mencakup pihak yang sudah 

terindentikasi dengan jelas.  

        Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang 

Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan : “Lembaga Perlindungan Saksi dan 

Korban yang disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk 

memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan Korban sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang ini”. 

        Kemudian dalam Pasal 12 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan 

Korban disebutkan : “LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian 

                                                           
        4 http://www.conflictresolutionunit.id/warta-mutakhir/20190529/konflik-lahan-tak- cuma- 

soal-sengketa.html, diakses tanggal 29 mei 2019 

http://www.conflictresolutionunit.id/warta-mutakhir/20190529/konflik-lahan-tak-%20cuma-%20soal-sengketa.html
http://www.conflictresolutionunit.id/warta-mutakhir/20190529/konflik-lahan-tak-%20cuma-%20soal-sengketa.html
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perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan 

kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”. 

        Terkait dengan tugas dan kewenangannya dalam memberikan 

perlindungan kepada saksi, maka tugas yang paling utama dari LPSK itu sendiri 

adalah melindungi saksi yang mengetahui tindak pidana agar tercipta penegakan 

hukum yang seadil-adilnya, sama rata dan tidak pandang bulu. Hal ini sangat 

penting untuk menciptakan hukum yang sebenarnya didalam suatu negara hukum. 

        Berdasarkan permasalahan yang telah di uraikan di atas, penulis tertarik 

melakukan penelitian dalam bentuk penulisan hukum dan membahasnya dalam 

bentuk skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP 

SAKSI DAN KORBAN PENGANIAYAAN DALAM KONFLIK LAHAN 

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN 

KORBAN” 

B. Permasalahan  

        Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan di atas, maka permasalahan 

dalam penulisan skripsi ini adalah: 

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap saksi dan korban dalam pemeriksaan 

perkara pidana konflik lahan menurut undang-undang perlindungan saksi dan korban 

2. Apakah faktor penghambat perlindungan hukum terhadap saksi dan korban 

penganiayaan dalam pemeriksaan perkara pidana konflik lahan 

C. Ruang lingkup dan Tujuan 

 
 

        Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan 
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permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat dalam pembahasan 

dalam penelitian ini yang bersangkut paut dengan perlindungan hukum terhadap 

saksi dan korban penganiayaan dalam konflik lahan menurut undang undang 

perlindungan saksi dan korban. 

 

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah : 

 
a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap saksi dan korban dalam 

pemeriksaan perkara pidana konflik lahan menurut undang-undang perlindungan 

saksi dan korban 

b. Untuk mengetahui faktor penghambat perlindungan hukum terhadap saksi dan 

korban penganiayaan dalam pemeriksaan dalam perkara pidana konflik lahan 

D. Kerangka konseptual 

        Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan 

antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan 

dengan istilah yang akan di teliti.5 

        Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pokok permasalahan dan 

pembahasan dalam skripsi ini, maka di bawah ini ada beberapa konsep yang 

bertujuan untuk menjelaskan istilah-istilah yang dapat di jadikan pegangan dalam 

memahami skripsi ini: 

a. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan 

untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban, perlindungan hukum 

                                                           

        5 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press Alumni. Bandung, 1986. hlm 

134 
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korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat di wujudkan 

dalam berbagai bentuk.6 

b. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan 

penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan 

tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami 

sendiri.7  

c. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian 

ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana8 

d. Agraria menurut bahasa adalah Ladang atau Tanaman (bahasa Yunani), sedangkan 

menurut Istilah Agraria adalah Urusan yang menyangkut Pertanian atau Tanah 

Pertanian, juga urusan kepemilikan Lahan.  9 

e. Konflik berasal dari kata kerja Latin configere yang berarti saling memukul. Secara 

sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih 

(bisa juga kelompok) di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain 

dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.10 

f. Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan 

oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) 

baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.11 

                                                           
        6 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ui Press, Jakarta, 1984, hlm. 133 

        7 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi 

dan Korban. 

        8 Republik Indonesia,Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi 

dan Korban 

        9 Agraria, https://id.wikipedia.org/wiki/Agraria, diakses tanggal 09 mei 2018. 

        10 Konflik, https://id.wikipedia.org/wiki/Konflik, diakses tanggal 20 maret 2020. 

        11 Pidana, https://id.wikipedia.org/wiki/Pidana, diakses tanggal 05 april 2020. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Latin
https://id.wikipedia.org/wiki/Konflik
https://id.wikipedia.org/wiki/Pidana
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E. Metode Penelitian 

        Pendekatan penelitian yang digunakan penulis yaitu pendekatan 

penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan yang mengkaji studi 

dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan 

perundang-undangan, keputusan pengadilan,  teori hukum dan pendapat para 

sarjana.12 

Teknik pengumpulan data dititik beratkan pada penelitian keperpustakaan dengan 

cara mengkaji : 

a.  Bahan hukum primer: berupa Peraturan Perundang-undangan yaitu 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan 

korban. 

b. Bahan hukum skunder: berupa buku-buku, majalah, pendapat para 

ahli/pakar. 

c. Bahan hukum tersier: berupa jurnal, ensiklopedia, bahan dari internet. 

F.  Sistematika Penulisan 

 
 

        Untuk memudahkan dalam memahami isi skripsi ini, maka keseluruhan 

sistematika penulisannya di susun sebagai berikut : 

I. PENDAHULUAN 

        Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, permasalahan 

penelitian dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka 

                                                           
        12 Pengertian Penelitian Hukum Normatif  melalui 

https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/, diakses tanggal 26 januari 2013. 

https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/
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teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

        Dalam bab ini akan di kemukakan tentang pengertian analisis, 

perlindungan hukum, saksi dan  korban, konflik lahan serta pengertian pidana. 

III. PEMBAHASAN 

 

        Bab ini berisikan jawaban dari permasalahan yang telah di rumuskan yang 

memuat tentang perlindungan hukum terhadap saksi dan korban dalam 

pemeriksaan perkara pidana serta faktor penghambat perlindungan hukum terhadap 

saksi dan korban dalam perkara pidana. 

IV. PENUTUP 

        Dalam bab ini mengemukakan kesimpulan tentang hal-hal yang telah di 

uraikan dalam bab-bab terdahulu, guna menjawab permasalahan mengenai 

perlindungan hukum terhadap saksi dan korban dalam pemeriksaan perkara pidana 

serta faktor penghambat perlindungan hukum terhadap saksi dan korban dalam 

perkara pidana. Dalam bab ini di berikan tambahan berupa saran yang berkaitan 

mengenai perlindungan bagi saksi dan korban dalam pemeriksaan perkara pidana. 
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